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PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Menimbang:

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

a.

1.

bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2012 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga
harus diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Tahhun 2011
Nomor 5246);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang



Menetapkan:

Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan,
dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
92 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4865);

4. Peraturan Presiden 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi,
Tugas, Fungsi, Wewenang Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia
Pengawas Pemiihan Umum Kabupaten/Kota Dan Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2012 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 386);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012
tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara
Republik Tahun 2012 Nomor 825);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1080);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengawasan Tahapan
Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah diubah sebagai berikut:



Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 10,
angka 12 ,angka 13, dan angka 23 diubah dan diantara
angka 3 dan angka 4, dan angka 10 dan angka 11 disisipkan
1 (satu) angka yakni angka 3A dan 10A sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
juyjur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
selanjutnya disebut Pemilu Kada, adalah Pemilu untuk
memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara
langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

3A.Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang
menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi
Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai
satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat,
serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota
secara demokratis.

4. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU,
adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri yang  bertugas
melaksanakan Pemilu.

S. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disingkat
KPU Provinsi, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang
bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya
disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara
Pemilu yang Dbertugas melaksanakan Pemilu di
kabupaten/kota.

7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK,
adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota
untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau
nama lain.



8.

10.

Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS,
adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota
untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama
lain/ kelurahan.

. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu,

adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat
Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh
Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di
wilayah provinsi.

10A.Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang
dibentuk oleh Bawaslu Provinsi untuk mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya
disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang
dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas
mengawasi  penyelenggaraan  Pemilu di  wilayah
kecamatan atau nama lain.

Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang
dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama
lain/ kelurahan.

Pengawas Pemilu Kada adalah Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Partai Politik selanjutnya disingkat Parpol adalah Partai
politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota Tahun 2009, dan memenuhi syarat
untuk mengajukan Pasangan calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah.

Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih partai
politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-
sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris
partai politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris
gabungan partai politik sesuai tingkatannya atau dengan
sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan
Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang
bersangkutan.

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
selanjutnya disingkat Pasangan Calon adalah peserta
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang



18.

19.

20.

21.

22.

23.

diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah
memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas
oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasangan calon Perseorangan adalah peserta Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung
oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat dukungan
dari pemilih sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tim Pelaksana Kampanye adalah tim kampanye yang
dibentuk oleh bakal pasangan calon bersama-sama partai
politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan,
atau oleh bakal pasangan calon perseorangan yang
didaftarkan ke KPU  Provinsi dan/atau  KPU
Kabupaten/Kota bersamaan dengan pendaftaran bakal
pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu
penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas
pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
Penelitian administrasi berkenaan dengan persyaratan
bakal pasangan calon menjadi peserta pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemeriksaan
terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan
pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi
peserta Pemilu Kada, yang bersifat formal.

Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat,
pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk
atau surat keterangan tanda penduduk, pembuktian
tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung
yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung
yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang
bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak
mempunyai hak pilih.

Pengawasan Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah adalah kegiatan mengamati, mengkaji,
memeriksa, dan menilai proses pencalonan Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang didapat
secara langsung maupun tidak langsung berupa data
atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran
Pemilu.



2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4
Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilu Kada untuk Pemilu
Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota
dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas
Pemilu Lapangan.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Bawaslu melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu
Kada untuk seluruh wilayah Indonesia.

(2) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan
penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi untuk wilayah
provinsi.

(3) Panwaslu Kada Kabupaten/Kota melakukan pengawasan
penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada
Kabupaten/Kota untuk wilayah kabupaten/kota.

(4) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan
penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada
Kabupaten/Kota untuk wilayah kecamatan.

(5) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan
penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada
Kabupaten/Kota untuk wilayah desa atau kelurahan.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Dalam melakukan pengawasan, Pengawas Pemilu
dilengkapi surat tugas dan/atau tanda pengenal dengan
menggunakan formulir Model C KWK-1 sebagaimana
terdapat pada Lampiran Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

(2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Bawaslu Provinsi, Panwaslu kabupaten/Kota dan
Panwaslu Kecamatan dikeluarkan oleh Ketua Panwaslu
Kada sesuai tingkatan.

(3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Pengawas Pemilu Lapangan dikeluarkan/ditandatangani
oleh Panwaslu Kecamatan.



Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Mei 2013

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

-TTD-

MUHAMMAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

-TTD-

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 788



